
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR:674/KPTS/M/2015

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan

pelayanan informasi j^ang baik, pada setiap Badan

Publik hams memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;

b. bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a,

bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di Badan Publik;

c. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a dan huruf b,

telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan

Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Kementerian Pekerjaan Umum;

d. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi

Kementerian, perlu ditetapkan kembali struktur







KEEMPAT : Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1) Pembina PPID mempunyai tugas :

a. menetapkan kebijakan dan perangkat peraturan

PPID; dan

b. melakukan pembinaan terhadap PPID.

2) Atasan PPID mempunyai tugas :

a. menetapkan Daftar Informasi Publik;

b. memberikan pengarahan tentang pengelolaan

informasi dan dokumentasi;

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan

Pemohon informasi; dan

d. bertindak mewakili Badan Publik dan/atau

memberikan kuasa dalam proses penyelesaian

sengketa informasi di Komisi Informasi.

3) Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas :

a. membahas dan memberikan pertimbangan dalam

penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan

pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan

b. memberikan pertimbangan kepada PPID Utama

dan/atau Atasan PPID dalam proses penyelesaian

sengketa informasi;

4) PPID Utama mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional

Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang

pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan

informasi publik, serta penanganan penyelesaian

sengketa informasi;

b. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan;









10) Pelaksana PPID Daerah mempunyai tugas :

a. membuat SOP internal terkait pengumpulan,

pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian

sengketa informasi;

b. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi

kegiatan maupun informasi yang berada di bawah

kewenangannya;

c. dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan

informasi yang telah diklasifikasikan sebagai

informasi publik yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, informasi publik yang

wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang

wajib diumumkan secara serta merta;

d. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi

Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

kepada PPID Utama;

e. menyediakan dukungan data dan informasi untuk

menanggapi permohonan informasi publik yang

diterima melalui Sekretariat PPID;

f. menyediakan dukungan data dan informasi serta

memberikan pendampingan dan/atau menghadiri

proses penyelesaian sengketa informasi di masing-

masing unit Pelaksana PPID Daerah;

g. membantu PPID dalam penyebarluasan informasi

publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan

h. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan

kepada PPID Utama.

11) Sekretariat PPID mempunyai tugas :

a. memberikan dukungan teknis, penatausahaan,

fasilitasi, administratif dan operasional dalam:











Pengembangan

8. Kepala Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW)

9. Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM)

10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

(BPJT)

11. Kepala Badan Pendukung

Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (BPPSPAM)

4. PPID Utama Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan

Peran Masyarakat

5. Wakil PPID Utama:

I. Bagian Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi

II. Bagian Pengumpulan dan

Pendokumentasian

Informasi

HI. Bagian Penanganan

Sengketa Informasi

Kepala Biro Komunikasi Publik

Kepala Pusat Data dan Teknologi

Informasi

Kepala Biro Hukum

6. Forum Konsultasi PPID:

• Ketua

• Wakil Ketua

• Anggota

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan

Peran Masyarakat

Kepala Biro Komunikasi Publik

1. Sekretaris Itj en

2. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air

3. Sekretaris Ditjen Bina Marga

4. Sekretaris Ditjen Cipta Karya

5. Sekretaris Ditjen Penyediaan
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